BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman
beralkohol tidak rutin. Selanjutnya untuk pengawasan insidental, Dinas
Perdagangan hanya menunggu undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang untuk pelaksanaannya.

2.Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan
pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu perbedaan jam
kerja dinas dengan jam operasional bar dan kafe tempat Pelaku Usaha
menjual minuman beralkohol. Jadwal pengawasan tidak menentu. Untuk
pengawasan insidental, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran
pengawasan kepada Dinas Perdagangan, meski dalam peraturan daerah
termaktub bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol
dilakukan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Dinas Perdagangan,
tetapi dalam penerapannya anggaran dialokasikan kepada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Padang dengan dasar bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai penegak peraturan daerah.

3.Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menghadapi kendala
pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu dengan cara
berkoordinasi dengan Pelaku Usaha minuman beralkohol untuk melakukan
pengawasan pada saat sebelum jam operasional tempat usaha minuman
beralkohol tersebut. Untuk pengawasan insidental yakni inspeksi lapangan

dilakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
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B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk meregulasi peraturan
daerah yang jelas dan rinci untuk mencegah terjadinya ketidakselarasan
antara peraturan dengan penerapannya. Contohnya mengenai jadwal
pengawasan rutin yang seharusnya dijelaskan secara rinci berapa periode
dalam 1 (satu) tahun perlu dilaksanakannya pengawasan rutin.

2.Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang untuk membuat
jadwal tetap dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap penjualan
minuman beralkohol. Karena pengawasan tidak dilakukan setiap hari, maka
Tim Pengawas atau Tim Monev seharusnya dapat membuat jadwal dinas
malam khusus untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap penjualan
minuman beralkohol. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang selaku
pimpinan dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi juga perlu
melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas atau Tim Monev agar
pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat berjalan rutin.

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam
penerapan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengawasan
terhadap penjualan minuman beralkohol dengan menyampaikan informasi
kepada aparat penegak hukum mengenai adanya indikasi pelanggaran yang

dilakukan Pelaku Usaha minuman beralkohol maupun penjual liar.
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